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ANALISIS ANGGARAN DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA DESA SARURAN KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG

OLEH :

Nurul Zahra Chayani Suherman
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

ABSTRAK

Nurul Zahra Chayani Suherman 2023. Skripsi Analisis Anggaran Dana
Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Desa Saruran Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang dibimbing oleh Dr. Hj. Herminawaty AbuBakar, SE.,MM
dan Thanwain SE.,M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah
Anggaran Dana Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Desa Saruran
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Objek penelitian adalah Kantor Desa Saruran Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deksriptif
Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dana desa telah
akuntabel, transparansi, teknis pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.
Mengingat daerah juga memiliki keterbatasan sumber daya keuangan sehingga
jumlah dana yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik.

Kata Kunci : Anggaran Dana Desa, Akuntabilitas Keuangan Desa



ANALYSIS OF VILLAGE FUND BUDGETS ON FINANCIAL
ACCOUNTABILITY IN SARURAN VILLAGE, ANGGERAJA SUB-
DISTRICT, ENREKANG DISTRICT

BY:

Nurul Zahra Chayani Suherman
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
Bosowa University

ABSTRACT

Nurul Zahra Chayani Suherman 2023. Skripsi Analysis of Village Fund
Budget on Financial Accountability in Saruran Village, Anggeraja District,
Enrekang Regency supervised by Dr. Hj. Herminawaty AbuBakar, SE.,MM and
Thanwain SE.,M.Si.

The purpose of this study was to determine how the Village Fund Budget
on Financial Accountability in Saruran Village, Anggeraja District, Enrekang
Regency.

The object of research is the Saruran Village Office, Anggeraja District,
Enrekang Regency. The analysis method used is Qualitative Descriptive
Analysis.

The results showed that the management of the village fund budget had
accountability, transparency, technical implementation and accountability. Given
that the region also has limited financial resources so that the amount of funds
provided can be used properly.

Keywords: Village Fund Budget, Village Financial Accountability
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia
menerbitkan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-
undang tersebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan desa dan aset desa.
Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk itu pemerintah dan DPR memiliki
komitmen yang kuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 yang membahas tentang dana desa.

Menurut Dianti Lalira, (2018) “dana desa merupakan dana yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperuntukkan bagi desa di
transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”.
Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang
baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil,
melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan desa. Dengan
adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan
kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik.

Pada tahap pengelolaan, kepala desa sendiri mengelola dana tanpa
melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan desa lainnya. Kadang-kadang

ada markup dalam tahap pemanfaatan, seperti sebagai markup untuk honorarium



dan proyek yang sudah selesai tetapi tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kemudian di tahap pertanggung jawaban yang ada seperti ini sehingga
keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban,laporan pertanggung
jawaban tidak dilengkapi bukti dan dokumentasi. Selain itu, Tri Budihato Kepala
Kanwil Dirjen Perbendaharaan Riau, menyatakan beberapa faktor terjadinya
masalah dalam pengelolaan dana desa,Menurutnya rendahnya pengetahuan aparat
desa dalam menyusun APBDes dan laporan pertanggung jawaban masih menjadi
momok yang cukup menakutkan bagi mereka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa
penyelenggaraan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah
kabupaten. Pemisahan dalam penyelenggaraan keuangan desa tidak hanya
didasarkan pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiay aan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting
adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelo laan
sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan Kkes ejahteraan. dan
pelay anan kepada masyarakat.Semangat desentralisasi, demokratisasi,
transparansi dan akuntabil itas menjadi sangat dominan dalam mewarnai pro s es
peny elenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan
desa khususnya.

Keberadaan desa sebagai tempat terwujudnya kawasan kehidupan
dan peradaban  penduduk yang  memiliki kedudukan dalam penataan ruang.
Penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah, daya

tampung sumber dayanya (SDA, SDM, atau sumber energi buatan), luas



wilayah, jumlah penduduk, prasarana dan sarana pemerintahan, serta kondisi
sosial budaya. dari penduduk. Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “suatu kesatuan
warga negara hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
menguasai dan mengurus kepentingan penduduk setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Yuliansyah. 2017).

Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang
optimal dalam pelaksanaan tugasnya.Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi
sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat
pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur
pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam
pembangunan nasional yang menyeluruh. Mengingat kompleksnya aspek-aspek
atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut,
maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan
kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi
pemerintahan.

Selanjutnya, terkait dengan berbagai hasil penelitian tentang analisis
anggaran dana desa terhadap akuntanbilitas keuangan desa, maka dalam
penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai analisis anggaran dana
desa terhadap akuntanbilitas keuangan desa.

Sjahruddin Rasul (2018) memberi tahu jika akuntabilitas didefinisikan

secara kecil sebagai kemampuan buat bagikan jawaban kepada otoritas yang



lebih besar atas aksi seseorang maupun sekelompok orang terhadap masyarakat
secara luas maupun dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah,
seseorang tersebut ialah pimpinan lembaga  pemerintah sebagai penerima
amanat yang harus memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
amanat tersebut kepada masyarakat maupun publik sebagai pemberi amanat.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur
pengukuran kinerja. Dari bermacam definisi akuntabilitas semacam tersebut di
atas, bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas ialah perwujudan kewajiban seorang
ataupun unit organisasi buat mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber
energi serta penerapan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggungjawaban
berbentuk laporan akuntabilitas kinerja secara periodik”.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian
mengenai Analisis Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada

Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Apakah Unsur Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berperan
Penting Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Desa Saruran Kecamatan

Anggeraja Kabupaten Enrekang ?



C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah unsur pengelolaan anggaran Dana

Desa berperan penting Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Desa Saruran

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak

diantaranya:

1.

Bagi Penulis

Penulis memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis
mengenai analisis anggaran dana desa terhadap akuntabilitas keuangan pada
desa saruran kecamatan anggeraja kabupaten enrekang.

Peneliti selanjutnya

Menjadikan referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian pada
bidang yang sama di masa yang akan mendatang. Khususnya mengenai
Analisis Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Desa
Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Pemerintah Desa

Sebagai tambahan informasi dan bahan evaluasi terkait pengelolaan
keuangan desa sehingga pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa
termasuk Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi Universitas



Menambah referensi di perpustakaan Universitas Bosowa serta menambah
pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa program studi

akuntansi dalam penelitian yang sejenis.

E. Lingkup Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada mengamati dan mengkaji
Apakah Unsur Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berperan Penting Terhadap
Akuntabilitas Keuangan Pada Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten
Enrekang ?

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembahasan yang sistematis, penulis membutuhkan alur
Klarifisifikasi sehingga dapat menghasilkan hasil riset yang baik dan mudah
dipahami. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjelaskan sistematika
penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian ini berisi latar
belakang belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan mengenai kajian teori penelitian terdahulu, sintetis
teori dan hasil penelitian, dan kerangka konseptual.

Bab ketiga, berusaha memaparkan mengenai desain penelitian, lokasi
penelitian, fokus dan deskripsi fokus, informan penelitian, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, metode analisis data, operasionalisasi konsep dan

jadwal penelitian.
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KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

Menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yang
dilakukan oleh penulis dengan menghindari teori-teori yang tidak mempunyai
hubungan dengan penelitian tersebut. Landasan teori ini juga menguraikan
tentang teori-teori yang mendukung alat analisis yang akan dipergunakan dalam
penelitian.

1. Anggaran Dana Desa
a. Pengertian Dana Desa

Dana dalam arti sempit adalah berupa kas (uang), karena kas bentuk yang
paling mudah untuk menunjukkan nilai ekonomis dan dapat segera dijadikan
barang atau jasa menurut Syamsuddin (2019).

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa
atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a countryarea,
smaller than atowr”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul
dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten.

R.Bintarto (2019)” meny atakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu
hasil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang



ditimbulkan oleh unsur — unsur fisiografi, social, ekono mi, politik dan cultural
y ang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-
daerah N.Daldjo eni (2019)”.

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia
yang letaknya di luar kota dan pendudukaya bermata pencaharian dengan bertani
atau bercocok tanam H.A.W. Widjaja (2019)” Desa adalah sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempuny ai susunan asli berdasarkan hak a sal-usul
yang bersifat istimewa. Landa san pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa
adalah  keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan ma syarakat”.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dana
desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Desa.

Menurut Menteri Keuangan 2017 mendefenisikan dana desa sebagai
anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam
rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberday aan masyrakat melalui
dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemenrintah No mo r 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan



dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyrakat.

Sementara itu, menurut Lili (2018) “dana desa ialah dana yang diterima desa
setiap tahun yang berasal dari APBN y ang sengaja diberikan untuk desa dengan
cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk
mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan
desa dan memberdayakan semua masyrakat pedesaan”.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari
APBN vyang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan, = pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut dianggarkan
setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu
sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga digunakan untuk mengntegrasikan
dan mengoptimalkan skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa

yang selama ini sudah ada.

Menurut APB statement No. 4 (tahun 1970) yang berjudul “basic concepts
and accounting principlws underlying financial statement of business enterprise”,
akuntansi adalah: « sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan
informasi kualitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi,
yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi

(dalam membuat pilihan diantara berbagai alternative yang ada)”.
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Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah system informasi akuntansi
yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada
pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap hasil kinerja dan
kondisi keuangan entitas. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi
yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan
dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk
laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya
adalah Masyarakat desa , Perangkat desa pemerintah daerah, dan Pemerintah
pusat. Laporan keuangan desa menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 yang
wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa Anggaran, Buku kas, Buku
pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran.

Menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 “Keuangan Desa adalah semua
hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa”. Dan “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa”.

Dalam hal menerapkan akuntansi ada hal-hal yang perlu diperhatikan
mengenai konsep dasar akuntansi. Adapun konsep-konsep yang melandasi bentuk,
isi dan susunan laporan keuangan antara lain sebagai berikut: Konsep kesatuan usaha
(Business Entity Concept ), yaitu pemisahan transaksi usaha dengan transaksi non

usaha
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Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, ‘“Pemerintah
Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh
perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa”. Sesuai dengan
penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin
penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam
kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat
desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah Desa terdiri dari kepala
desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Desentralisasi telah merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat
menjadi terdesentralisasi ke daerah. Terjadi perubahan drastis hubungan antara
pemerintah pusat dengan daerah dan hubungan antar sektor dalam pemerintaha.
Perubahan ini ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan
fungsi dan kewenangan pemerintah pusat ke desa. Secara umum fungsi dan
kewenangan tersebut menjalankan roda pemerintah di Desa dengan berdasarkan

pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan standar
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pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi diharapkan
dapat mengacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui
peningkatan ekonomi. Sebuah daerah otonomi memiliki hak dan kewajiban untuk
mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang
berlaku
b. Indikator dana desa
Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan
indikator milik (Harjono, dkk (2019) yaitu :
1)  Pengalokasian sumber daya.
Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa
ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2)  Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas.
Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua
program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang
diinginkan dan dapat dipertangungjawabkan.
c. Laporan Keuangan Desa
Laporan Keuangan desa merupakan hasil pekerjaan yang telah di
dokumentasikan menjadi sebuah bentuk buku ataupun sejenisnya yang digunakan
sebagai pegangan dalam rangka pertanggungjawaban yang sah oleh pemerintah
desa.
Menurut Sujarweni (2018) Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa

adalah sebagai berikut:
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1)  Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam
penyusunan anggaran.

2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu di laksanakan

Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus di lakukan

pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas pembantu, buku bank, buku

pajak, buku inventaris dengan disertai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi.

3)  Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan
transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca fungsinya
untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.

4)  Selain menghasilkan necara bentuk pertanggungjawaban pemakaian
anggaran dibuatlah laporan realisa si anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas
untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi
anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam
neraca. Laporan keuangan desa yang disajikan Menurut Sujarweni (2015) adalah
sebagai berikut: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) , 2. Buku
Kas Umum, 3. Buku Kas Harian Pembantu, 4. Buku Bank, 5. Buku Pajak, 6.
Buku Inventaris Desa, 7. Buku Persediaan, 8. Buku Modal , 9. Buku Piutang, 10.
Buku Hutang / Kewajiban, 11. Neraca, 12. Laporan realisasi Anggran (LRA)
Desa Faktor.

d. Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari

APBN
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1) Penyaluran
Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap
yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme
transfer APBD dari RKUD ke kas desa Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan
secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
b) Tahap Il, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
c) Tahap I, pada bulan Oktober sebesar 20%.
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana
tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang
bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening
Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja
setelah diterima di RKUD.
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana
Perimbangan Kementerian Keuangan. Adapun syarat untuk dapat dilakukan
penyaluran Dana Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, Pasal 16 yang menyebutkan:
a) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa.
b) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap | dilakukan setelah

bupati/walikota menyampaikan:
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Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa,kepada Menteri Direktur Dana Perimbangan Kementerian
Keuangan.

c) Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa
dilakukan
setelah ditetapkan peraturan bupati/walikota mengenai APBD.

d) Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat
minggu keempat bulan Maret.

2) Penggunaan
Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa
diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut,
disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan
prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Akuntabilitas keuangan

a.  Pengertian Akuntabilitas
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Menurut Lembaga Administra si Negara dan Ba dan Pengawa san Keuangan
dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) “akuntabilitas adalah kewajiban
untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban”.

Menurut Ultafiah (2017) “akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk
memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang
telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Setiana & Yuliani (2017) menyatakan bahwa ‘“Akuntabilitas
kewajiban pemegang amanah / agent / kepala desa dan aparatnya untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk
pertangunggjawaban tersebut”.

Menurut Mahmud mengemukakan ‘“akuntabilitas ialah tanggung jawab
agent (pemerintah) guna mengelo la sumber daya serta memberi tahu prinsipal
(pemberi mandat) dari setiap serta seluruh kegiatan yang melibatkan penggunaan
sumber daya publik”.  Akuntabilitas  merupakan  suatu  bentuk
pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeho Iders
dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam
pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Ardiyanti,

2019).
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Akuntanbilitas merupakan prinsip utama yang sangat penting dalam
mewujudkan kepemerintahan yang baik. Dalam konsep pemerintahan yang baik
akuntanbilitas ialah salah satu prinsip dasar yang wajib dilakukan agar
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar.
Akuntanbilitas publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua
kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggungjawabnya kepada prinsip
yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban
(Mardiasmo dan Chirtianingrum,2018:100).

Semakin banyaknya kinerja instansi pemerintah yang terlihat tidak peduli
terhadap upaya perbaikan Kkinerja yang lebih efisien sehingga hal tersebut
menyebabkan masyarakat mulai menuntut kepada pemerintah atas pelayanan
publik yang lebih baik. Maka dari itu nilai akuntanbilitas sangatlah penting
diadopsi dalam mengatur pemerintahan. Hal ini berdasarkan pada argumen,
bahwa tiada suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Seluruh tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh
pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan wajib dipertanggungjawabkan.
Instansi pemerintah sudah seharusnya menerapkan sistem akuntanbilitas kinerja
dan menyajikan pelaporannya ialah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota. Moeheriono (2012:103) menyatakan, pelaksanaan
akuntanbilitas Kkinerja instansi pemerintah (AKIP) di Indonesia, telah diatur
melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan ditindak lanjuti dengan
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keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/1X/6/Y/1999
tentang penyusunan pelaporan akuntanbilitas Kinerja instansi pemerintah yang
telah disempurnakan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
(LAN) No. 239/1X/6/2003. Instruksi ini menungaskan kepada para pemimpin
instansi pemerintah untuk merumuskan suatu Sistem Akuntanbilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing instansi untuk meningkatkan
Kinerja instansi pemerintah.

Seluruh instansi pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah kabupaten/kota wajib menerapkan sistem akuntanbilitas Kinerja serta
menyampaikan hasil pelaporannya. Adapun pihak yang bertanggungjawab dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang
memiliki fungsi administrasi di instansi masing-masing, setalah itu para pemimpin
instansi  bersama tim wajib mempertanggungjawabkan dan memaparkan
keberhasilan/kegagalan taraf kinerja yang dicapai.

Sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, kejelasan sasaran anggaran merupakan hal yang sangat
penting di lingkungan pemerintahan karena akan berdampak baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap akuntanbilitas pemerintah. Peran anggaran
merupakan hal yang sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam
akuntanbilitasnya. Anggaran merupakan hal yang paling utama dalam
pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan yang bertujuan
untuk dapat mengevaluasi kinerja para pegawai. Anggaran adalah suatu rencana

yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit
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moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode)
tertentu di masa datang (M.Fuad dkk, 2020:2). Menurut Hazmi dkk (2012:67),
anggaran yang tidak jelas sasarannya sudah dapat dipastikan akan menghadapi
kesulitan dalam pelaksanaannya dan bahkan menjadi gagal. Untuk itu, kejelasan
sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang
terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.

Kinerja instansi pemerintah dikatakan baik, apabila dilakukannya sistem
pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat melaporkan serta
mengamati dan mengendalikan kinerja manajer dalam menerapkan anggaran.
Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan  sistem
pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan

(kepala bagian anggaran).

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga
pengawasan. Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran
wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

b.  Macam-Macam Akuntabilitas
Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu :
1) Akuntabilitas Vertikal

Pertanggunjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan

dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-

unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,pertanggung jawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada

MPR.
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2) Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana
Desa  mengarahkan  aparat desa  untuk  mengikuti  tahapan
sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban. Sementara
itu menurut Ardiyanti (2019) menyatakan terdapat beberapa dimensi yang
terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

a) Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran, yaitu  bahwa  setiap
kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan
organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.

b) Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara
ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu,bertanggungjawab pada proses dan
pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

c) Akuntabilitas ~ program, yaitu pengelolaan ~ program  untuk
mendukung  tujuan  organisasi, dan  bertanggungjawab  pada
keputusan yang telah diambil beserta dampaknya akuntabilitas kebijakan,
yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta
bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.

d) Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan
korupsi, serta publikasi hasil menjadikan laporan keuangan kepada
masyarakat. Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan diatas dapat
disimpulkan bahwa terdapat macam-macamakuntabilitas salah satunya

adalah akuntabilitas hukum dan akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas
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hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum serta aturan yang berlaku.

Sedangkan akuntabilitas manajerial merupakan efektivitas dalam

pengelolaan kegiatan organisasi.

c. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas mengacu pada (Harjono , dkk 2017) y aitu :

1)  Standar Operasional Pengelolaan Anggaran SOP merupakan
penetapan kriteria untuk mengukur performa aparat pemerintahan
serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah
terpenuhi.

2)  Pertanggungjawaban atas kegiatan yang di lakukan usaha imperative
untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab
untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas

darimana mereka memperoleh kewenangan

d.  Pengertian keuangan

Menurut (Ridwan dan Inge, 2017) “Keuangan Merupakan Ilmu dan
seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi.
Keuangan berhubungan  dengan  proses, lembaga, pasar, dan
instrument yang terlibat dalam transfer uang diantara indiv idu, bisnis dan
pemerintah”.

Keuangan juga biasa didefinisikan sebagai manajemen keuangan,
yaitu segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara
memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk

mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan merupakan hal yang
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penting untuk diterapkan pada perusahaan. Hal ini dikarenakan, keuangan
merupakan salah satu po ndasi y ang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan

perusahaan (Guruakuntansi.com).

3. Analisis Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan
wujud  desentralisasi  ketatanegaraan ~ maupun  perekonomian  dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan finansial juga diberikan pemerintah
pusat dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa
melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa,
dan daftar usulan RKPDesa yang dituangkan dalam APBDesab.Keuangan Desa
dikekolola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.c.Pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan
desa harus dapat dipertanggung jawabkan dan dikembangkan secara

berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
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Dengan adanya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebuah dasar bagi

penulis untuk memulai sebuah penelitian. Untuk mendukung hasil dari penelitian

ini, penulis akan menyajikan beberapa hasil dari sebuah penelitian terdahulu yang

terkait dengan Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang ditemukan penulis yaitu :

TABEL 2.1

PENELITIAN TERDAHULU

No. Nama Judul Peneltian  Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian
1. Riska Sabir, Akuntabilitas Metode Hasil  penelitian  ini
dkk (2022). Pemerintah dalam Kuantitatif menunjukkan bahwa
Pengelolaan Dana berdasarkan data
Desa Talawe tanggapan responden
mengenai faktor-faktor
dukungan masyarakat
terhadap kebijakan ADD
berupa  tenaga  dan
material,  dikategorikan
berpengaruh dengan
jumlah rata-rata
persentase  48%  dari
100% yang diharapkan.
2Gede Made Pengaruh Metode Berdasarkan hasil uji F,
Artha Partisipasi Kuantitatif partisipasi masyarakat
Dharmakarja Mssyargliat Dan gan akuntabi(ljitas
Akuntabilitas euangan esa
/dkk (2020) Keuangan Desa berpengaruh terhadap
Terhadap Persepsi persepsi Anggaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Pendapatan Dan Desa
Belanja Desa
3. Ridha Fajri, Pengaruh Metode Hasil  penelitian  ini
dkk (2021) transparansi, Kuantitatif menunjukkan bahwa nilai
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Sulistyo dan
4. Supami
Wahyu
Sulistyowati
(2019)

5. Enggar
Wahyuning
Pahlawan,
dkk (2020)

Risansya
6. (2021)

partisipasi
masyarakat,
kompetensi
aparatur  desa,
dan
pemahaman
regulasi
terhadap
akuntabilitas
pengelolaan
dana desa

Pengaruh
transparansi,
akuntabilitas, dan
partisipasi
masyarakat pada
pengelolaan
alokasi dana desa
(add) terhadap
pembangunan
desa.

Metode
Kuantitatif

Metode
Kuantitatif
desa,

Pengaruh
kompetensi
aparatur
sistem
pengendalian
internal,
pemanfaatan
teknologi
informasi dan
partisipasi
masyrakat
terhadap
akuntabilitas
pengelolaan dana
desa.

Analisis
Efektivitas
pengelolaan
alokasi dana desa
di desa

Metode
deskriptif
kualitatif.

t hitung sebesar 2,872
dengan nilai signifikan
sebesar 0,005 serta ttabel
yang  memiliki  nilai

1,9861. Karena nilai
thitung >ttabel
(2,872>1,9861) dengan

signifikansi (0,005

Berdasarkan hasil uji F
dalam menguji pengaruh

secara simultan
menunjukan bahwa
terdapat pengaruh yang
signifikan antara
variabel bebas,
transparansi (X1),
akuntabilitas  (X2),dan
partisipasi masyarakat

(X3)dalam pengelolaan
ADD terhadap variabel
terikat, pembangunan
desa (X3).

Hasil  penelitian  ini
menunjukkan bahwa
terhitung lebih besar dari
tabel yaitu sebesar 2,988
> 2,030 dengan nilai
signifikasi kurang dari
0,05. Hal ini dapat
diartikan  bahwa H1
diterima atau kompetensi
aparatur desa
berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan
dana desa.

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
efektivitas  pengelolaan

alokasi dana desa di desa
salumokanan utara
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salumokanan
utara  kabupaten

mamasa.
Rian Analisis dampak Metode
7. Saputra( pengelolaan dana deskriptif
2020) desa desa jonjo di kualitatif
tengah pandemic
covid-19.

kabupaten mamasa tidak
efektif disebabkan ole
dua faktor yaitu
terbatasanya sumber daya
manusia yang dimiliki
baik dari pemerintah desa
maupun dari masyarakat
sebagai pelaksana
kegiatan  pembangunan
desa dan faktor kedua
yaitu kurangnya
partisipasi masyrakat
baik  dalam proses
perencanaan maupun
dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan.

Hasil  penelitian  ini
menunjukkan bahwa efek
covid-19 yang luar biasa

tehadap kehidupan
masyrakat bawah,
teutama kehidupan

ekonomi  dan  sosial,
mengharuskan  adanya
kebijakan yang bersifat
luar  biasa.  Kondisi
darurat yang terjadi
mengakibatkan

pemrioritasan dana desa
harus dialihkan untuk
penanggulangan bencana
darurat mendesak sebesar
30% dari dana desa yang
diterima dari  APBN,
sehingga beberapa
anggaran program Kkerja
desa berkurang.

C. SINTESIS TEORI DAN HASIL PENELITIAN
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Sintesis adalah teknik kualitatif yang di gunakan untuk menggabungkan
data-data primer yang sejenis untuk mendapatkan pemahaman yang baru tentang
permasalahan yang diangkat.

Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan penelitian sintesis menurut
Perry and Hammond dalam Siswanto (2019) :

1) Mengidentifikasi pertanyaan penelitian, hal ini dilakukan untuk
mengetahui apa saja fokus permasalahan sehingga peneliti dan orang
lain memahami apa yang akan di teliti.

2) Mengembangakan protokol penelitian meta sintesis, hal ini dilakukan
untuk memberikan pedoman berupa literasi-literasi terkait meta
sintesis maupun literasi mengenai hal yang akan di teliti.

3) Menentapkan lokasi data-data yang akan di analisis

4) Melakukan pemilihan data yang sesuai dengan masalah yang akan di
analisis

5) Setelah semua data terkumpul, melakukan pemilihan kembali
berdasarkan kualitas data yang cocok menjadi data penelitian

6) Melakukan analisis tiap data individu untuk mengetahui temuan
pentingnya dengan menggunakan tabel analisis yang sudah di susun
sesuai dengan literasi

7) Menarik kesimpulan dari data-data yang sudah di analisis

8) Penyajian hasil

D. Kerangka Konseptual
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Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa
adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat lainnya dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Analisis anggaran
dana desa berdasarkan perangkat desa yang akuntabel dalam pengelolaan
keuangan desa berarti mampu menyajikan secara transparan, vepat dan tepat
kepada masyarakat, dan mampu memberikan pertanggungjawaban untuk setiap
kebijakan yang dibuat.

Untuk lebih jelasnya disajikan kerangka konseptual sebagai berikut :
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GAMBAR 2. 3
KERANGKA KONSEPTUAL

Kantor Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Anggaran Dana Desa

Rumusan Masalah :
Apakah Unsur Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berperan Penting
Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Desa Saruran Kecamatan
Anggeraja Kabupaten Enrekang ?

Metode Analisis :
Analisis Deskriptif Kualitatif

Kesimpulan

Feed Back

\l/

Rekomendasi

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini berusaha
akan menjelaskan hubungan antara variable independen (bebas) dan variable
dependen (terikat). Variabel independen yaitu Anggaran Dana desa dan Variabel

dependent yaitu Akuntanbilitas Keuangan Desa.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Uma dan Roger
(2017) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data
informasi yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara langsung. Hal
yang paling penting suatu barang atau jasa adalah kejadian,fenomena dan gejala
sosial adalah arti dari kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi
pengembangan konsep teori”.

Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa deskriptif. Pendekatan
deskriptif adalah analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan
data,mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat
dengan mudah memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti dalam bentuk

kata-kata dan bahasa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Saruran yang terletak di JI Poros
Cakke Baraka, Saruran, Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, kode
Pos 91752. Peneliti memilih daerah ini sebagai tempat penelitian karena
merupakan kampung halaman peneliti sehingga memudahkan untuk diakses oleh

peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

29
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C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-
topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian
merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan
analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator-
indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak

sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia
(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki
informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh
karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta
peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan
informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia
di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam
penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai
masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan yang

termasuk yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
Adapun, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah



31

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku,persepsi,motivasi, tindakan
dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019) merupakan
proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang
fenomena sosial secara alami.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan
data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal
dari wawancara,observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya.
Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses dari pada hasil
yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang
sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari
responden yang terpilih di lokasi penelitian. data primer diperoleh dengan
cara melakukan wawancara (interview).
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi
yaitu di desa saruran kecamatan anggeraja kabupaten enrekang melalui
wawancara dilakukan untuk memudahkan dalam mendefenisikan suatu data

yang kemudian diolah dalam melakukan analisis data.
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b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di hasilkan dan
diharapkan dapat membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Sumber
data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap
sebagai bahan perbandingan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data
dari catatan-catatan dokumentasi, laporan artikel-artikel, internet serta
berbagai referensi tentang anggaran dana desa terhadap akuntabilitas
keuangan desa saruran kecamatan anggeraja kabupaten enrekang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono,(2018)“bahwa pengumpulan data diperoleh dari
angket atau kuesioner, wawancara, studi dokumentasi. Metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

observasi, wawancara dan studi dokumentasi’.

Dalam menghimpun data sebagai dasar dalam melakukan
penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1.  Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukaan
melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan
terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.

2. Wawancara
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya
jawab kepada pegawai kantor Desa Saruran Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan dan mempelajari data dari buku-buku, jurnal-jurnal
penelitian, majalah dan internet yang memiliki relevansi dengan penelitian
Teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang
dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang
dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (hardcopy)
maupun elektronik (softcopy) seperti buku, artikel, media massa, undang-
undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya. Sementara dokumen
yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: Laporan keuangan desa,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban,
penatausahaan, dan pelaporan yang diantaranya berupa bukti — bukti jurnal
— jurnal, neraca dan realisasi anggaran.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan metode deskeriptif yaitu membahas
permasalahan penelitian dengan metode deskriptif yaitu membahas permasalahan
penelitian dengan menguraikan dan menjelaskan berdasarkan data dan diperoleh

serta diinterpretasikan sesuai dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat
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menggambarkan keadaan yang terjadi. Selain itu, peneliti juga menggunakan
analisis kerangka kerja logis yang digunakan oleh pemerintah Desa. Kerangka
kerja logis adalah sesuatu yang menunjukkan hubungan yang masuk akal antar
berbagai hal yang meliputi sumber yang diinvestasikan kegiatan yang dilakukan,
dan manfaat atau perubahan yang dihasilkan.

Miles dan Huberman (2019), mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlagsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai
dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis
meliputi reduksi data (data reducyion), penyajian data (data display) serta
penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verivication). Sejumlah
peneliti kualitatif berupaya mengumpulkan data selama mungkin dan bermaksud
akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan. Analisis data kualitatif model
Miles dan Hubermen terdapat tiga (3) tahap :

1. Tahap reduksi data
Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan
Huberman adalah :

a. Meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di
lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan
meringkas dokumen yang relevan.

b. pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidak-tidaknya

empat hal yakni : 1. Digunakan simbul atau ringkasan, 2. Kode dibangun
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dalam suatu struktur tertentu, 3. Kode dibangun dengan tingkat rinci
tertentu, 4. Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integrative.

. dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan
obyektif-deskriptif.

. membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh
peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus
dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif

. Membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar
peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar subtansial
merupakan catatan marginal

. Penyimpanan data untuk menyimpan data setidak-tidaknya ada tiga hal
yang perlu diperhatikan : a. pemberian tabel, b. mempunyai format yang
uniform dan normalisasi tertentu, c. menggunakan angka indeks dengan
sistem terorganisasi baik.

. Analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo.
Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau
konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposal
. Analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih
dari satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali
catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-
masing peneliti menjadi yang conform satu dengan lainnya, perlu

dilakukan.
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I. Pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks
tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

Berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktivitas
reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab
pertanyaan penelitian. Bagi peneliti pemula, proses reduksi data dapat dilakukan
dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui
diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil
reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2. Tahap Penyajian data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau
penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan di analisis sebelumnya,
mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display
adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles
dan Huberman (2019) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram
konteks ( context chart ) dan matriks. Penelitian kualitatif biasanya difokuskan
pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu.
Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang
bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seorang
berfungsi (ruang kelas ,sekolah ,departemen, keluarga ,agen ,masyrakat lokal),
sebagai ilustrasi dapat dibaa Miles dan Huberman (2017:133) penyajian data
diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan,

sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
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Miles and Hubermen (1984) menyatakan : “the most frequent form of
display data for qualitative research data in the post has been narrative fext”
yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif.Miles dan Huberman membantu para
peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan
model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel,
grafiks, amatriks dan semacamyan; bukan diisi dengan angka-angka melainkan
dengan kata atau phase verbal.

Miles dan Huberman menyajikan 9 model dengan 12 contoh penyajian data
kualitatif bentuk matriks, gambar atau grafik analog dengan model yang biasanya
digunakan dalam metodologi penelitian kuantitatif statistik.

a. Model 1 adalah model untuk mendeskripsikan model penelitian. Dapat
berupa sosiogram, organigram atau menyajikan peta geografis.

b. Model 2 adalah model yang dipakai untuk memantau komponen atau
dimensi penelitian, yaitu dengan checklist matrik. Karena matriks itu tabel dua
dimensi, maka pada barisnya dapat disajikan komponen atau dimensinya, pada
kolom disajikan kurun waktunya. Isi checklist hanyalah tanda-tanda singkat.

c. Model 3 adalah model untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu.
Isinya bukan sekedar tanda cek, melainkan ada diskripsi verbal dengan satu
kata atau phase.

d. Model 4 adalah matriks tataperan, yang mendeskripsikan pendapat, sikap,

kemampuan atau lainnya dari berbagai pemeranan.
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e. Model 5 adalah matriks konsep terklaster. Digunakan untuk meringkas
berbagai hasil penelitian dari berbagai ahli yang pokok perhatiannya berbeda.
f. Model 6 adalah matriks tentang efek atau pengaruh. Model ini hanya
mengubah fungsi-fungsi kolom-kolomnya, diganti untuk mendeskripsikan
perubahan sebelum dan sesudah mendapat penyuluhan, sebelum dan sesudah
deregulasi dan yang semacamnya.
g. Model 7 adalah matriks dinamika lokasi. Melalui model ini diungkap
dinamika lokasi untuk berubah. Model ini berguna bagi peneliti yang memang
hendak melihat dinamika sosial suatu lokasi, tetapi memang tidak banyak
peneliti yang mengungkap hal tersebut cukup sulit.
h. Model 8 adalah menyusun daftar kejadian. Daftar kejadian dapat disusun
kronologis atau diklasterkan.
i.  Model 9 adalah jaringan klausal dari sejumlah kejadian yang ditelitinya.
Dari deskripsi atau sajian yang diringkaskan dalam berbagai model tersebut
dapat diharapkan agar mempermudah kita untuk merumuskan prediksi Kita.
Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks
yang naratif juga dapat berupa : bagan, hubungan antar kategori, diagram alur
(flow chart), pictogram, dan sejenisnya.Kesimpulan yang dikemukakan ini masih
bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang
mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.
3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan

temuan dan melakukan verifikasi data. Langkah verifikasi yang dilakukan



39

peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun
data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian
peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan anara data yang mempunyai
makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat
diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data
lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus
dipisahkan. Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu :
a) mengecek representativeness atau keterwakilan data,b) mengecek data dari
pengaruh peneliti, c) mengecek melalui triangulasi, d) melakukan pembobotan
bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya ,e).membuat perbandingan atau
mengkontraskan data, f).menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan
memaknai data negatif

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan
menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi
yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan
kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum
pernah ada.

H. Operasionalisasi Konsep

Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan dalam
mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk
melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan
cara pengukuran construct yang lebih baik. Akuntansi desa adalah pencatatan

dari protes transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian
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dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan
informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang
berhubungan dengan desa.

Desa dan Pemerintah Desa Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah
pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan
informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan
pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana
program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan,
belanja dan pembiayaan desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut
menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam
pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban,
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dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember. (Permendagri No 113 tahun 2014).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Tempat Penelitian
a. Sejarah Desa
Desa saruran berdiri sejak tahun 2003 dimana dulunya bernama Desa Dante
Marari dan kemudian memisahkan diri. Asal muasal disebutnya sebagai Desa
Saruran karena pada jaman dahulu terdapat mata air yang sangat besar di Desa
Saruran dimana mata air tersebut dibuatkan talang (bahasa lokal disebut
“Saruran”) yang digunakan untuk mengairi air ke pemukiman warga, sehingga
oleh sebab itu dinamakan desa Saruran.
b. Kondisi geografis desa
1) Geografis
Desa saruran terletak kurang lebih 35 km dari ibu kota Enrekang atau
kurang lebih dari ibu kota kecamatan anggeraja dengan luas wilayah 15.3 km
dengan batas-batas desa sebagai berikut : Sebelah utara : Desa tampo, Sebelah
Selatan : Desa Batu Noni, Sebelah Timur : Kecamatan Baraka, Sebelah Barat :
Kelurahan Tanete. Desa saruran memiliki kondisi daerah yang cenderung rata
dan memiliki sedikit daerah berbukit. Kondisis tanah cukup subur ntuk ditanami
berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Iklim

42
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Keadaan iklim di desa saruran terdiri dari musim hujan,musim kemarau dan
musim pancaroba. Dimana musim hujan mulai januari sampai dengan april
sedangkan kemarau mulai juli sampai dengan November sedangkan musim
pancaroba antara mei — juni.

c. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa saruran pada tahun 2021 terhitung 1.110 jiwa , laki —

laki sebanyak 580 jiwa dan perempuan terhitung 520 jiwa.
d. Keadaan sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk desa saruran bergerak dibidang
pertanian dengan tanaman bawang merah sebagai tanaman primadona.
Permasalahan yang sedang muncul berkaitan dengan mata pencaharian
penduduk adalah hanya bergantung dengan sektor pertanian sehingga
menghambat pembangunan sumber daya manusia di desa saruran. Hal ini yang
perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan
kesempatan kerja dengan melakukan penguatan keterampilan, penguatan modal
dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi
produktif. Kendala utama dalam sektor pertanian adalah pembangunan
infrastruktur sehingga sangat mempengaruhi pengangkutan hasil pertanian. Di
samping itu kendala utama dalam bidang pertanian adalah banyaknya hama dan
penyakit pada tanaman bawang merah sehingga sangat mempengaruhi
produktivitas pertanian.

e. Keadaan ekonomi
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Penduduk desa saruran mayoritas sebagai petani. Sedangkan potensi desa
yang paling menonjol adalah potensi pertanian ( bawang merah ). Di sektor
pertanian desa saruran yang berada di dataran tinggi sehingga memungkinkan
mendapat cahaya matahari yang penuh. Maka hal ini berdampak pada produksi
hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus.

f. Keadaan sarana dan prasarana desa

Keadaan sarana dan prasarana desa saruran secara umum sudah cukup
memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana
kesehatan dan sarana pemerintahan. Semuanya sudah dapat melayani
masyarakat desa saruran. Namun demikian masih diperlukan upaya kegiatan
penyempurnaan terhadap sarana dan prasarana desa di desa saruran agar
pelaksanaan pelayanan di segala bidang terhadap masyarakat lebih optimal.

g. Kondisi pemerintah desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di
hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih
langsung oleh dan dari penduduk desa saruran warga negara republik Indonesia
yang memenuhi persyaratan. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab
kepada masyrakat desa yang prosedur pertanggungjawabnya disampaikan
kepada bupati melalui camat. Kepala desa mempunyai tugas pokok memimpin

dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan
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rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan

masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

3.

Visi dan Misi Tempat Penelitian

Visi desa saruran adalah “ Menjadikan Desa Saruran Menjadi Desa

Agrobisnis, Meningkatkan Pembangunan Berbasis Ekonomi Dan Gotong

Royong Sehingga Masyarakat Maju, Sejahtera, Beriman Dan Bertagwa Kepada

Tuhan Yang Maha Esa”

b)

9)

Misi Desa Saruran :

Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah
keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan
pengairan, perbaikan jalan sawah/ jalan usaha tani, pola pemupukan dan
tanam yang baik.

Menata pemerintahan desa saruran yang kompak dan bertanggung jawab
dalam mengemban amanat masyrakat.

Meningkatkan pelayanan masyrakat secara terpadu dan optimal.

Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta
bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.

Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal
maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga
masyrakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan

intelektual,inovatif dan relegi.
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4. Struktur Organisasi

46

Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan

optimalisasi sektor pertanian,peternakan,dan kewirausahaan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Saruran

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Saruran Kecamatan

Anggeraja Kabupaten Enrekang

KEPALA DESA
BPD RUSTAN K, SH
SEKRETARIS DESA
ﬁ| KAUR PERENCANAAN
KAUR KEUANGAN
KASI KAS KASI
PEMERINTAHAN || KESEJAHTERAAN PELAYANAN

KADUS SARURAN

KADUS BATU TEMPANG

KADUS TIRAMPAN

Tugas pemerintah desa :
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1. Memimpin penyelenggaraan pendes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan
bersama BPD

2. Mengajukan rencana peraturan desa

3. Menetapkan peraturan desa

4. Mengajukan peraturan desa

5. Membina kehidupan masyarakat desa

6. Membina perekonomian desa

7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya
masyarakat

8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

9. Ketentraman dan ketertiban

10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra pemdes

11. Pengembangan pendapatan desa

Tugas pokok fungsi aparatur desa tugas,kewajiban,hak dan wewenang kepala
desa:

a)  Kepala desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan

2. Menyelenggarakan urusan pembangunan

3. Menyelengarakan urusan kemasyarakatan

a) Wewenang kepala desa :

4. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan bersama BPD

5. Mengajukan rancangan peraturan desa (Perdes)



48

6. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
7. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
8. Membina kehidupan masyarakat desa
9. Membina perekonomian desa
10. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
11. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan
12. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai berikut :
a) Tugas pokok sekretaris desa sebagai berikut :
1. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan administrasi organisasi dan tata laksana
2. Memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat desa dan
masyarakat desa yang bersangkutan
b) Fungsi pokok sekretaris desa sebagai berikut :

1. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk
kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan

2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan

3. Pelaksanaan administrasi umum

4. Pelaksanaan  administrasi  pemerintahan, pembangunan,  dan

kemasyarakatan
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12.

13.

c)
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Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas
secretariat

Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat
desa

Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta
pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor

Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa (peraturan
desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa)
Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (aparatus desa) yang meliputi
kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan
serta pertanggungjawaban pelaksanaannya

Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat

Menyusun program tahunan ddesa (RPJMDes — RKP Des)

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dalam hal kepala
desa sedang berhalangan

Tugas pokok Kasi pemerintahan

Tugas pokok kaur/kasi pemerintahan adalah membantu kepala desa

dalam tugas pelayanan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pemerintahan desa.

1.

Fungsi kasi pemerintahan sebagai berikut :
Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan

pemerintahan desa
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11.

12.
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Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan
administrasi kependudukan dan catatan sipil

Menyusun program dan menyiapkan baham koordinasi pembinaan
kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa

Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan
administrasi pemerintahan desa

Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan
desa

Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan
kependudukan

Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, Kketertiban dan
pembangunan kesatuan bangsa di desa

Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial
kemasyarakatan dan adat istiadat

Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala
desa

Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT
Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang sehat dan dinamis

Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa

d) Tugas pokok Kaur umum
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Tugas pokok kaur umum/ kasi umum adalah membantu kepala desa
dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan adminiastrasi
umum dan keuangan desa. Fungsi kaur umum/ kasi umum adalah:

1. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang
terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa.

2. Melaksanakan tata tertib administrasi umum dan keuangan

3. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa

4. Melaksanakan urusan rumah tangga desa

5. Melaksanakan penataan rapat dan upacara

6. Melaksanakan penetaan arsip

7. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintahan desa

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan sekretaris desa

e) Tugas Kaur perencanaan

Tugas pokok kaur perencanaan adalah membantu kepala desa dalam

tugas pelayanan, perencanaan dan penyeleggaraan program desa.

Fungsi kaur perencanaan adalah :

1. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan
program dana perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa

2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa

3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan
perencanaan desa

4. Menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan program, kerja

pelaksanaan tugas, dan kerja sama
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5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
f) Tugas Kaur keuangan
Tugas pokok kaur keuangan adalah membantu kepala desa dalam tugas
pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa.
Fungsi kaur keuangan sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan
program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan
perencanaan desa
4. Menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan
desa
5.  Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan
tugas kerja bersama
6. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa sesuai
tugas dan fungsinya
g) Kasi Pembangunan
Tugas pokok kasi pembangunan adalah membantu kepala desa dalam
tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pembangunan di desa
Adapun fungsi kasi pembangunan adalah :
1. Merampungkan, mengolah,merumuskan dan mengevaluasi data yang

terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa
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Mendorong dan menggairahkan partisipasi,swadaya dan gotong royong
masyarakat desa

Menyelenggarakan mekanisme perencanaan musyawarah pembangunan
desa

Mendorong kegiatan perkoperasian , perdagangan ,dunia, usaha dan
keterampilan rakyat

Melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani
dan ternak

Pkk dan organisasi profesi

Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa

Kasi kesejahteraan mempunyai tugas :

Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan,keluarga
berencana, posyandu dan pendidikan masyarakat

Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma,
tuna susila, para penyadang cacat fisik, yatim piatu,jompo, panti asuhan
dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas nara
pidana

Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan
masyarakat (raskin,BLSM,dsb)

Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana

Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah

dan dana sosial lainnya
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Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk,dan kelahiran
serta pengurusan jenazah/kematian

Melaksanakan administrasi desa (28 model buku administrasi, surat
menyurat, kearsipan, dan penataan kantor ) sesuai dengan bidangnya
Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
Membantu tugas tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan
pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
Menjalankan tugas lain yang diberikan kepala desa dan sekretaris desa
Kepala dusun

Tugas pokok kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam tugas

pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan

keuangan desa.

Fungsi kepala dusun adalah :
Merampungkan, mengolah,merumuskan, dan mengevaluasi data yang
terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
Melaksanakan urusan rumah tangga desa
Melaksanakan penataan rapat dan upacara
Melaksanakan penataan arsip
Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa

Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan sekretaris desa



55

Dalam struktur organisasi kepala desa adalah pengambil keputusan
tertinggi dan yang bertanggung jawab dalam semua aspek, yang di bantu oleh

sekretaris dan staff lainnya.

B. Temuan Penelitian

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa saruran

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan untuk
mengetahui pendapatan dari belanja untuk waktu tertentu di masa yang akan
datang. Pemerintah desa pun menyusun perencanaan pembangunan desa
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi
RPJM dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan
peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM)
untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan rencana pembangunan tahunan desa
atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka
waktu 1 tahun.

Perencanaan jangka menengah atau RPJM desa berdasarkan
Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran dari
RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun yang mulai disusun oleh pemerintah
desa pada bulan januari tahun berjalan dan dilaksanakan melalui musrenbang.

APBDes merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum,
menjamin kepastian rencana kegiatan dalam arti mengikat pemerintah desa
dan semua pihak yang terkait, dalam menjamin tersedianya anggaran dalam

jumlah yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut. APBDesa
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menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat

dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis. Adapun hasil waawancara

saya adalah:

a) Bagaimana pemerintan menerapkan prinsip  keterbukaan yang
memungkinkan mayarakat supaya mengetahui dan bisa mengakses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ?

Menurut bapak Rustan SH selaku kepala desa saruran pemerintah desa
menerapkan peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang
telah menngatur keterbukaan informasi public desa dimana yang dimaksud
dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskomunikatif
tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan
kekuatan perundang-undangan dalam artian bahwa pemerintah desa wajib
memberi informasi kepada masyarakat desa, dan salah satu contoh
transparansi adalah memasang papan baliho APBDes yang bisa di akses
masyarakat desa.

b) Bagaimana bentuk perwujudan pemeritah desa untuk mempertanggung
jawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah
dilakukan ?

Menurut Ibu Indah Afrianti M.Saal selaku kaur keuangan sistem
pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui laporan pertanggung jawabaan
APBDes dilakukan pada semester kedua dan ketiga yang dilaporkan kepada

badan pemeriksa setiap tahun.
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c) Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan
kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ?

Menurut bapak Harno selaku sekretaris desa asas pengelolaan
keuangan desa bersifat partisipatif, dengan melibatkan lembaga desa dan
unsur masyarakat desa pada setiap kali pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa sampai pada tahap musyawarah laporan pertanggung
jawaban satu periode anggaran.

d) Bagaimana pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa pada
aturan atau pedoman yang melandasi ?

Menurut Bapak Rustan SH selaku kepala desa, pemerintah desa harus
melakukan pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa secara konsisten
dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi
keuangan desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus
sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

e) Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan
APBDes dalam pembangunan desa ?

Menurut bapak Harno selaku sekretaris desa, pemerintah desa dan
pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi
jalannya penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah desa dan
prosesnya melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawarah perkembangan
desa agar tidak menimbulkan penyimpangan dan penyalah gunaan dana desa.
f) Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian

pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa ?
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Menurut bapak Harno selaku sekretaris desa, pemerintah desa dalam
mengelola dana desa bersedia untuk menerima tanggung jawab yang
ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, dan dilaksanakan secara
transparan dnegan melibatkan masyarakat desa.

g) Bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat desa
terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ?

Menurut bapak Rustan SH selaku kepala desa, pemerintah desa dalam
hal ini kepala desa diwajibkan mempertanggungjawabkan Kkinerja baik
laporan pertanggungjawaban realisasi, pelaksanaan APBDes secara
transparanis, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program
pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

h) Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat
desa terkait tanggung jawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ?

Menurut Rustan SH selaku kepala desa, pemerintah desa berperan
dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada
masyarakat terkait tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat
berperan dalam mengembangkan pikiran, tenaga untuk untuk keberhasilan
pembangunan desa
i) Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi

terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?

Menurut bapak Rustan SH selaku kepala desa, iya. Pemerintah desa

sudah menyampaikan secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
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J) Apakah program yang dibiayai oleh APBDes sudah sesuai dengan
harapan ?

Menurut bapak Rustan SH selaku kepala desa, iya. Searah dan sejalan
dengan perencanaan dan pembangunan yang ada di desa.

K) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip
akuntabilitas pengelolaan APBDes ?

Menurut Harno selaku sekretaris desa, ada bebrapa faktor pendukung
penerapan prinsip akuntabilitas pengelolan APBDes yakni kemampuan SDM
baik dalam pelaksanaan pemerintah dan pelaksana teknis di lapangan.
Sedangkan faktor penghambat penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan
APBDes yakni komunikasi kemampuan sumber daya, sikap pelaksana,
struktur birokrasi, lingkungan, serta ukuran dan tujuan kebijakan
I) Apakah kepala desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan

APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan
akhir tahun ?

Menurut ibu Indah Afrianti M.Saal selaku kaur keuangan, iya.
Pemerintah desa sudah meny ampaikan lapo ran realisasi APBDes berupa
lapo ran semester pertama dan laporan semester akhir tahun kepa da camat,
inspektorat, dan dinas yang berhubungan atas jalannya kewenangan untuk
mengawasi dan memeriksa jalannya keuangan dana desa.

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM desa yang kemudian
dijabarkan dalam RJP desa menjadi dasar untuk menyusun perencanaan

pengelolaan keuangan desa yang berupa APBDes (Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Desa). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa
yang memuat sumber pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan.
2 Penganggaran keuangan desa saruran

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM desa sebagai pedoman

pembangunan desa dan RKP desa sebagai penjabaran RPJM desa pertahun
anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa tahap
selanjutnyaa adalah penyusunan APBDesa sebagai realisasi anggaran RKP desa.
Sebelum menyusun dan penganggaran APBDesa di desa saruran terlebih dahulu
dibentuk panitia penyusun. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Harno
Syamsul selaku pelaksana RKP Desa Saruran :
“ untuk penyusunan RPJM itu satu kali buat satu periode pemerintah Desa
Saruran selanjutnya menyusun RKPD maka pemerintah desa saruran kembali
melihat RPJM sebelumnya apa saja yang belum terlaksana maka itu yang akan
Kita laksanakan dulu”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana
pemerintah desa Saruran yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan
kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Adapun ringkasan APBDes Saruran
untuk tahun anggaran 2018 — 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Anggaran Dana Desa 2018 — 2022

Dana Desa Anggaran (Rp)

2018 1,179,482,000

2019 1,272,631,000
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2020 1,328,671,252
2021 1,287,844,964
2022 1,096,580,387
Jumlah 6.165.209.603

Sumber : Diolah dari laporan realisasi Anggaran Dana Desa Saruran

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima oleh
Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dari tahun 2018 — 2022
sejumlah Rp 6.165.209.603 . Dapat dilihat pada tahun 2018 anggaran desa yang
masuk sebesar Rp 1.179.482.000 dimana anggaran desa tersebut di peruntukkan
untuk pembangunan jalan tani. Sedangkan anggaran pada tahun 2020 — 2022
diperuntukkan untuk dana covid karena pada saat itu pemerintah mengumumkan
untuk masyarakat tetap di dalam rumah jika tidak berkepentingan. Hal tersebut
seperti yang dikemukakan oleh bapak Rustan SH selaku kepala Desa Saruran

menyatakan bahwa :

“ untuk tahun 2020 — 2022 anggaran dana desa di bagi ke masyarakat untuk pembagian BLT
(Bantuan Langsung Tunai) Covid sebesar Rp 300.000 per kepala keluarga. Sehingga pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana untuk Desa Saruran di alihkan ke dana covid. Namun, kita
berharap agar covid segera hilang dan pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan tani akan

segera dilakukan” (Wawancara 20 Mei 2023).

Untuk membantu mempercepat pembangunan pedesaan, pemerintah
kemudian memberikan program bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) . Jumlah
dana yang diterima dalam jumlah yang besar dapat mendorong percepatan
pembangunan daerah, mengingat daerah juga memiliki keterbatasan sumber daya

keuangan,sehingga dana desa diharapkan menjadi sugesti untuk mendorong
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pertumbuhan pembangunan daerah dan pemanfaatan dana desa akan sinkron
dengan kebijakan pembangunan daerah.
3 Pelaksanaan keuangan desa saruran

Pelaksanaan keuangan di Desa Saruran meliputi dari penerimaan dan
pengeluaran kas desa yang diolah melalui rekening desa dan harus didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah. Pencairan dana dalam rekening kas di Desa Saruran
ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dalam pelaksanaannya,
bendahara Desa Saruran dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi
kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pelaksanaan keuangan di Desa Saruran dilakukan oleh pelaksana kegiatan
yang diperankan oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kaur Umum, Kaur
Perencanaan, dan Kaur Keuangan dengan mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan beberapa
dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB kegiatan di Desa Saruran
menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran
atas beban belanja kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, Rustan SH selaku
kepala Desa Saruran mengatakan “ prinsip pelaksanaan keuangan pada Desa
Sarurran dilakukan secara akuntabel, partisipatif, dan transparansi. Hal ini telihat
pada dilakukannya pelaporan keuangan desa dengan melibatkan masyarakat
desa”.

4 Penatausahaan keuangan desa saruran
Penatausahaan keuangan Desa Saruran dilakukan oleh pemerintah desa

khususnya bendahara desa yang dimulai dari menerima, menyimpan,
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menyetor/membayar, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban yang dilakukan
setiap tanggal 10. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat bendahara
desa berupa kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku Bank. Hal ini sesuai
dengan disampaikan Ibu Indah Afrianti selaku bendahara desa saruran. * untuk
pencatatan saya menggunakan buku daftar penerimaan yang terdiri atas buku kas
penerimaan dan pengeluaran kas, buku kas pembantu kegiatan dan surat
permintaan pembayaran (SPP)”.
5 Pelaporan dan pertanggungjawaban desa saruran

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam
pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk
menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan
tahunan yang disampaikan ke Bupati dan juga BPD.

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah tahap akhir dalam siklus
pengelolaan keuangan desa. Hal — hal pokok yang perlu dipahami berkenan
dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa Saruran terdiri atas laporan semesteran pertama dan akhir tahun.
Laporan semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan
pembiayaan selama semester atau dibandingkan dengan target anggarannya,
sedangkan laporan semesteran akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan,

belanja, dan pembiayaan sampai akhir dengan tahun.
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Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang
telah dilakukan selama 1 tahun periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan
tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan dan
pertanggungjawaban menjadi sebuah tolak ukur mengenai lampiran yang
dilakukan oleh pemerintah desa Saruran dalam hal pengelolaan keuangan desa.
Oleh karena itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
Saruran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah

desa.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Keberhasilan pengelolaan dana desa adalah dengan menjalankan
pengelolaan dana desa sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan desa yaitu
berdasrkan prirnsip Transparansi, Akuntabel, Partisipatif serta tertib dan disiplin
anggaran.

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Saruran
Tabel 4.3
Indikator kesesuaian pertanggungjawaban Perencanaan Pengelolaan

Keuangan Desa

Indikator Hasil Keterangan

Sekretaris Desa | Rancangan peraturan desa Sesuai

menyampaikan  Rancangan | tentang APBDesa
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Peraturan  Desa  tentang

APBDesa kepada Kepala

desa.

disampaikan oleh Kepala

Desa

APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan oktober

tahun berjalan.

Rancangan APBDes di
Desa Saruran di sepakati

bersama bulan Oktober

Sesuai

Sekretaris Desa
mengoordinasikan
penyusunan rancangan

APBDesa.

Penyusunan  Rancangan

Peraturan Desa di Desa
Saruran di laksanakan oleh

Sekretaris desa

Sesuai

Kepala Desa menetapkan
rancangan peraturan Kepala
Desa tentang penjabaran
APBDesa sebagai peraturan
pelaskana dari peraturan Desa

tentang APBDesa.

Rancangan peraturan

tentang penjabaran
APBDes ditetapkan oleh
Kepala Desa sebagai
aturan pelaksanaan tentang

APBDes

Sesuai

Kepala Desa menyampaikan
informasi mengenai APBDes
kepada masyarakat melalui

media informasi.

Kepala Desa telah
mempublikasikan
APBDes dalam bentuk

spanduk

Sesuai

Permendagri No 20 tahun 2018

, hasil wawancara

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa dari sisi perencanaan

pengelolaan keuangan di Desa Saruran sebagaimana disajikan dalam tabel 4.3 di

atas telah menunjukkan perkara yang akuntabel atau sesuai dengan permendagri
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No. 20 tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa Desa Saruran telah melaksanakan
tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan baik, mulai dari
perumusan perencanaan atau penyusunan rancangan peraturan desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun oleh sekretaris
desa berdasarkan rencana kerja perangkat desa tahun yang berkenaan dengan
jadwal perencanaan, sampai pada tahapan pemerolehan kesepakatan bersama
antara perangkat desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati setempat

melalui akses Camat.

2. Pelaksanaan Keuangan Desa Saruran
Tabel 4.4
Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Pengelolaan Dana Desa

Indikator Hasil Keterangan
Kepala Desa  menyetujui | Kepala Desa Saruran telah Sesuai
permintaan pembayaran sesuai | menyetujui permintaan

dengan hasil verifikasi yang | pembayaran yang telah

dilakukan oleh sekretaris desa. | diverifikasi

Kepala Desa  melaporkan | Kepala Desa telah Sesuai
pengeluaran anggaram belanja | melaporkan pengeluaran
tak terduga kepada Bupati/ | anggaran belanja tak terduga
Walikota paling lama 1 (satu) | kepada Bupati sebelum satu

bulan sejak keputusan kepala | bulan sejak keputusan di
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desa ditetapkan. tetapkan
Pelaskanaan pengelolaan | Terkait penerimaan dan Sesuai
keuangan desa merupakan | pengeluaran untuk

penerimaan dan pengeluaran | melaksanakan kewenangan
desa  yang dilaksanakan | Desa Saruran menggunakan
melalui rekening kas desa pada | rekening Kas Desa

Bank yang ditunjuk

Bupati/Walikota.

Permendagri No 20 tahun 2018, hasil wawancara

Berdasarkan tabel kesesuaian indikator pelaksanaan sebagaimana
ditunjukkan dalam tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa hasil tersebut telah
sesuai dengan kelayakan pelaksanaan pengelolaan keuangan ini telah sesuai
dengan petunjuk permendagri No 20 tahun 2018,

Desa Saruran telah melakukan tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa yang ditunjukkan dengan berbagai aktivitas pengelolaan keuangan seperti
aktivitas penerimaan dan pengeluaran. Pada bagian ini, kepala desa memulai
koordinasinya dengan melakukan aktivitas sesuai standar operasional prosedur
dengan menyetujui permintaan pembayaran dan telah melaporkan pengeluaran
anggaran belanja kepada Bupati/Walikota sebelum satu bulan sejak keputusan
ditetapkan.

Aktivitas selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Bupati untuk
kemudian diajukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam tahun

anggaran.



3. Penatausahaan keuangan desa saruran

Tabel 4.5

Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa
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Indikator Hasil Keterangan
Penatausahaan keuangan | Penatausahaan dilakukan Sesuai
dilakukan  oleh  kaur | sekretaris desa  untuk
keuangan sebagai | memudahkan akses
pelaksana fungsi | menyusun laporan
kebendarahaan.

Pengeluaran atas beban | Pengeluaran atas beban Sesuai

APBDesa untuk belanja
pegawai, dilakukan secara
langsung  oleh  kaur
keuangan dan diketahui

oleh kepala desa.

APBDesa untuk belanja
pegawai, dilakukan secara
langsung oleh kaur
keuangan diketahui oleh

kepala desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018, Hasil wawancara

Dari tabel diatas,

dapat

diketahui bahwa

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Saruran

Tabel 4.6

penatausahaan telah sesuai dengan permendagri No. 20 tahun 2018.

Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

secara administrative
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Indikator Hasil Keterangan
Kepala Desa menyampaikan | Kepala Desa Saruran telah Sesuai
laporan pelaksanaan | menyampaikan laporan
APBDesa semester pertama | realisasi semester pertama
kepada Bupati/Walikota | dan semester akhir tahun
melalui Camat kepada Bupati
Kepala Desa menyusun | Kepala Desa telah Sesuai
laporan dengan cara | menyusun laporan dengan
menggabungkan seluruh | cara menggabungkan
laporan paling lambat | seluruh laporan pada
minggu kedua bulan Juli | minggu pertama bulan Juli
tahun berjalan tahun berjalan
Kepala Desa menyampaikan | Kepala Desa telah Sesuai
laporan pertanggungjawaban | menyampaikan laporan
realisasi APBDesa kepada | realisasi pelaksanaan
Bupati/Walikota melalui | APBDesa kepada Bupati
Camat setiap akhir tahun | pada akhir bulan September
anggaran
Laporan pertanggungjawaban | Kepala Desa sudah Sesuai
sebagaimana dimaskud pada | menyampaikan laporan

ayat (1) disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah
akhir

tahun anggaran

pertanggungjawaban
sebelum tiga bulan setelah

akhir tahun anggaran




70

berkenaan yang ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018, hasil wawancara

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa laporan
pertanggungjawaban Desa Saruran telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun
2018 baik secara administratif maupun secara teknis pelaksanaannya. Dari hasil
di atas mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban di Desa Saruran telah sesuai dengan Permendagri No. 20
Tahun 2018. Namun secara teknis bendahara yang harusnya melakukan
penatausahaan keuangan desa namun malah di limpahkan kepada sekretaris desa.

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang
telah dilakukan selama 1 tahun periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan
tanggungjawab atas tugas dan wewenang Yyang diberikan. Pelaporan dan
pertanggungjawaban menjadi sebuah tolak ukur mengneai lampiran yang
dilakukan oleh pemerintah Desa Saruran dalam hal pengelolaan keuangan desa.
Oleh karena itu pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa
Saruran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah

desa.




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Anggaran Dana Desa
terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Desa Saruran Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang tahun 2018- 2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pengelolaan dana desa telah akuntabel atau sesuai dengan
permendagri No. 20 tahun 2018, begitu pula dengan pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa, kepala desa telah menyetujui permintaan
pembayaran maupun dalam penatausahaan telah sesuai dengan
Permendagri No. 20 Tahun 2018 baik secara administrative maupun
secara teknis pelaksanaannya dan pertanggungjawaban Desa Saruran.
Namun, kurangnya partisipasi masyarakat Desa Saruran dalam
musyawarah penetapan penggunaan anggaran dana desa sehingga ada
sebagian pihak yang berbeda pendapat.

2. Penatausahaan pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa saruran sebagai
pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada
Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan untuk proses pencatatan sudah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun ada sedikit
hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena
keterbatasan pendidikan dan pengalaman.

3. Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa di Desa Saruran sudah

transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa kepada masyarakat
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dalam bentuk spanduk Anggaran Dana Desa .Sehingga masyarakat tidak
akan berprasangka buruk kepada pemerintah desa.

4. Unsur Pengelolaan Anggaran Dana Desa sangat berperan penting terhadap
akuntabilitas keuangan desa. Pemerintah desa mengatur dengan baik
pengelolaan anggaran dana desa seperti dengan diberikannya kepada
masyarakat untuk pembuatan jalan tani. Pemerintah desa juga telah
menyusun dan menyampaikan realisasi penyaluran Dana Desa kepada
PPA BUN pengelolaan TKDD. Penyusunan proyeksi penyaluran Dana
Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari
KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran
terkait dengan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Saruran untuk lebih meningkatkan
pencatatan buku bank secara rinci sesuai yang di rekening Koran di bank
khususnya penatausahaan keuangan Desa.

2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Saruran untuk menjaga pembagian
Anggaran Dana Desa di setiap dusun dengan baik.

3. Peneliti berharap agar adanya peneliti selanjutnya mengenai Anggaran

Dana Desa .
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